
 
 

ANALISIS PENERIMAAN PPh PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak 

(DIII) sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya 

 

 

 

 

 

 

 

RAFIKHA PUTRY 

2020/20233075 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2024 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

i 
 

ABSTRAK 

 

Rafikha Putry : Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua 

Pembimbing  : Ilham Thaib, S.E., M.M. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan 

PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Dua yang beralamat di Jl. Koto Marapak No.49 Olo, Kec. Padang Barat, Kota 

Padang, Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2019-2023 mengalami 

kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.Terjadinya kurang bayar dari wajib pajak 

sehingga penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Padang Dua belum optimal. Masih adanya wajib pajak orang pribadi 

wirausahawan yang tidak melaporkan data penghasilannya sesuai dengan yang 

seharusnya. Dengan adanya beberapa hambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Padang Dua, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Dua melakukan beberapa upaya dengan melakukan penyuluhan terhadap wajib 

pajak agar bisa menumbuhkan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban terhadap negara. Selain itu, juga diberikan sanksi terhadap wajib pajak 

supaya wajib pajak sadar akan kewajibannya. 

 

Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Penghasilan Pasal 21 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara 

yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipungut dari rakyat 

Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang 

telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara 

Indonesia berdasarkan UndangUndang perpajakan adalah self assessment 

system. Self assessment system yaitu memberikan kepercayaan dan 

tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk 

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak (Resmi, 2011). 

Self assessment system adalah sistem pembayaran atau 

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem pembayaran pajak 

jenis ini telah berlaku sejak tahun 1984 di Indonesia. Pemberlakuan self 

assessment system sebagai salah satu jenis pemungutan pajak di Indonesia 

didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 

Tahun 1983. Undang-Undang tentang pembayaran pajak kemudian 

disempurnakan lagi pada Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Sistem Self 

Assessement yang ada di Indonesia mengharuskan Wajib Pajak secara aktif 

melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). KPP memiliki tugas untuk melakukan 
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penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, 

PPnBM, pajak tidak langsung lainnya, PBB serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan sesuai dengan wilayah kewenangannya seperti yang 

telah diatur dalam Undang-Undangnya. Di satu sisi, sistem ini mendorong 

masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran 

pajak karena sistem ini membuat pembayaran pajak lebih praktis dan 

mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Di sisi lain, 

kepercayaan yang diberikan dari pemerintah tersebut memberikan 

kesempatan bagi Wajib Pajak untuk merencanakan penghindaran pajak 

yang berakibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Tax Evasion). 

Penerimaan pajak yang menggunakan self assessment system 

adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan kepada 

individu dan badan berdasarkan jumlah pendapatan selama satu tahun. 

Sedangkan, PPh 21 adalah jenis potongan pajak yang dikenakan kepada 

seorang Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri atas penghasilan yang 

mereka terima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan juga 

pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga termasuk salah satu sumber 

penerimaan negara, pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang 

terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk 

membayarnya. Dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas 
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ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap 

negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Namun, 

dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa 

untuk menjalankan kewajibannya, antara lain membayar pajak, di sisi lain 

masyarakat atau wajib pajak tersebut ada yang kurang paham tentang arti 

pajak itu sendiri hal tersebut yang berpengaruh pada kepatuhan dari para 

Wajib Pajak tersebut sehingga berdampak pada penerimaan pajak itu 

sendiri. 

Kantor pelayanan pajak (KPP) adalah unit bagian dari Dirjen Pajak 

atau DJP. Tugasnya adalah untuk melayani masyarakat dalam hal 

perpajakan. KPP Pratama mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

pengawasan, dan penyuluhan pada wajib pajak pada bidang PPN, PPh, 

PPnBM, serta pajak tak langsung lain. PBB dan Bea Perolehan Hak 

terhadap Tanah dan Bangunan juga menjadi kewenangan dari kantor pajak 

jenis ini. Secara umum, tugas dari KPP Pratama adalah: 

1) Mengumpulkan, mencari, dan mengolah data, termasuk mengamati 

potensi pajak, menyajikan informasi pajak, mendata objek serta 

subjek pajak, dan menilai objek PBB. 

2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum pajak. 

3) Administrasi dokumen perpajakan, menerima dan mengolah surat 

pemberitahuan, maupun penerimaan surat lain. 

Untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan PPh Pasal 21 

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 
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Dua dapat dilihat dari tabel target dan realisasi, berdasarkan wajib pajak 

terdaftar yang melaporkan PPh Pasal 21 nya.Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Padang Dua, jika target 

penerimaan belum terealisasi maka masih terdapat para wajib pajak yang 

masih belum patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku 

sehingga masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan 

kurangnya sosialisasi dari kantor pelayanan pajak. Adapun Tabel Jumlah 

Wajib Pajak Pajak Terdaftar PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor PPh Pasal 

21 Tahun Pajak  2019-2023 

Tahun  

Pajak 

WP Terdaftar WP Melapor WP Tidak 

Lapor 

2019 47,418 38,020 9.398 

2020 52,503 43,911 8.592 

2021 55,685 45,214 10.471 

2022 64,294 50,502 13.792 

2023 74,723 42,585 32.138l 

 Sumber :Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua(2024) 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran WP 

Terdaftar untuk melaporkan PPh 21 nya. Dapat dilihat bahwa jumlah 

WP tidak lapor terus meningkat setiap tahunnya, hal inilah yang 

menyebabkan tidak optimalnya pada realisasi penerimaan PPh Pasal 21. 

Dikarenakan jumlah pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 21 

mengalami kenaikan penurunan setiap tahunnya di KPP Pratama Padang 

Dua, hal inilah yang mengakibatkan pada penerimaan PPh Pasal 21 di 
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KPP Pratama Padang Dua mengalami fluktuasi (naik turun) setiap 

tahunnya. Karena jumlah pelaporan tidak optimal tentu akan berdampak 

pada jumlah penerimaan, jika jumlah pelaporan naik maka jumlah 

penerimaan pun akan naik. Berikut adalah target dan realisasi 

penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua sebagai berikut : 

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 

2019-2023 

Tahun 

Pajak 

Target Realisasi Persentase 

Pencapaian 

(%) 

2019 350,867,617,000 371,831,759,710 105.97% 

2020 314,087,697,000 328,420,573,860 104.56% 

2021 298,563,277,000 354,168,062,537 118.62% 

2022 380,538,256,000 376,915,952,190 99.05% 

2023 377,036,190,000 380,125,899,145 100.82% 

 Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua (2024) 

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari PPh 

Pasal 21 pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang 

sangat signifikan. Tetapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 

mengalami perubahan tingkat pencapaian target yang berbeda, yaitu 

realisasi penerimaannya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 

realisasi penerimaannya belum mencapai target penerimaan, tetapi dapat 

dilihat pada tahun 2023 bahwa realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 

melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

Menurut keterangan dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Padang Dua, meski tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang 

Pribadi mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada akhir tahun 2023 
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ini tingkat penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Padang Dua mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada 

kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua. 

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak 

lepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan tentang pajak itu sendiri, 

karena apabila setiap wajib pajakmempunyai pengetahuan dan pemahaman 

yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dipastikan wajib pajak 

secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan baik 

dan benar. 

Demi tercapainya target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan 

secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari 

dalam diri wajib pajak sendiri atau inisiatif dari wajib pajak untuk 

membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun dan tanpa 

memperhatikan adanya sanksi dari perpajakan. Meskipun demikian, dalam 

prakteknya sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi 

kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan 

perpajakan. 

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

sebuah topik yang berjudul “Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana 

Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Padang Dua ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang 

dicapai. Adapapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi 

di KPP Pratama Padang Dua. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian, antara lain 

adalah : 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menguji kemampuan 

peneliti berkaitan dengan Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP 

Pratama Padang Dua. 

2. Bagi Universitas Negeri Padang  

Manfaat bagi Universitas adalah sebagai acuan akademis sekaligus 

menambah wawasan perbendaharaan perpustakaan Universitas guna 

membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah 

yang sama.  
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3. Bagi Instansi Terkait  

Manfaat bagi instansi adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian kebijakan 

pada pelaksanaan atau penggunaan suatu system pemungutan pajak 

yang diterapkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana 

Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Padang Dua Tahun 2019-2023 dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pada 

penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Padang Dua pada tahun 2020. 

2. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak tersebut mengenai arti 

penting pajak itu sendiri. 

3. Upaya- upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Dua untuk 

mengatasi hambatan yang menyebabkan penurunan pada jumlah 

penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2019-2023 : 

1. Melakukan penyuluhan 

2. Adanya pengawasan dari AR (Account Reprensentative) 

3. Memberikan Sanksi 

B. Saran 

            Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam Bab IV mengenai ”Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua” maka penulis akan 
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memberikan saran atau masukan kepada KPP Pratama Padang Dua sebagai 

berikut : 

1. KPP Pratama Padang Dua diharapkan tetap mempertahankan dan 

mementingkan penyuluhan kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru 

yang berpotensi menambah penerimaan PPh Pasal 21 agar mereka paham 

dan taat terhadap kewajiban perpajakan mereka. 

2. KPP Pratama Padang Dua diharapkan untuk tetap memberikan pelayanan 

terbaik dengan selalu mengevaluasi perbaikan kinerja dan kualitas aparatur 

pegawai perpajakan terutama pegawai yang menangani langsung masalah 

yang dihadapi wajib pajak. 

3. Sebaiknya KPP Pratama Padang Dua memberikan penghargaan kepada 

wajib pajak yang patuh dan taat dalam pelaporan pajak PPh Pasal 21. 
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